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	ABSTRAK 
Aspek Legalitas perlindungan cagar budaya di Indonesia ditandai dengan terbitnya Monumenten Ordonnantie tahun 1931. Kemudian berselang empat bulan setelah diterbitkan MO ini, terbit pula Piagam Athena yang merupakan tonggak sejarah kolaborasi global dalam upaya pelestarian cagar budaya dalam dunia luas. Dari kurun waktu satu abad pengelolaan cagar budaya budaya di Indonesia cukup banyak tantangan, hambatan dan perubahan. Namun hingga saat ini, aspek hukum dalam perlindungan dan pengelolaan cagar budaya budaya di Indonesia masih kurang memadai, seringkali kurang sesuai dengan perkembangan pelestarian ditingkat internasional. Studi ini bertujuan membuat kompilasi data legislasi yang berlaku saat ini terkait dengan perlindungan cagar budaya terutama Undang-undang No.11/2010 tentang cagar budaya, serta undang-undang lain yang terkait dengan perlindungan cagar budaya di Indonesia seperti Undang-undang No.2/2009 tentang Bangunan dan Gedung, Undang-undang Penataan Ruang No.2/2012, Undang-undang Lingkungan dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian ini akan mendeskripsikan keterkaitan (kesinambungan) antar berbagai legislasi baik yang berlaku di Indonesia pada aspek pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.  Studi ini akan membahas kronologi perkembangan aspek hukum dalam perlindungan dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia dengan meninjau isi dan cakupannya,. Studi bersandar pada kajian literatur dan data-data sejarah dari berbagai macam sumber mengenai legislasi perlindungan cagar budaya di Indonesia saat ini. Diharapkan hasil dari studi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki aspek legislasi dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia saat ini.
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Dari kurun waktu satu abad pengelolaan cagar budaya  di Indonesia cukup banyak tantangan, hambatan dan perubahan. Melihat kembali sejarah perlindungan cagar budaya di Indonesia yang telah dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda dan perhatian terhadap cagar budaya semakin besar lalu pada tahun 1913 didirikan sebuah organisasi yang bertugas mengelola dan melestarikan cagar budaya dinamakan Dinas Kepurbakalaan pondasi perlindungan hukum terhadap cagar budaya  telah didirikan sejak berlakunya Monumenten Ordonantie stbl 238  1931. 
Setelah kemerdekaan RI, MO Stbl 238 masih berlaku dengan beberapa penyesuaian terkait dengan struktur administrasi pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk saat itu. Perlindungan cagar budaya di lingkungan perkotaan mulai diatur setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Kota (SVO Ordonantie) pada tahun 1948 dan Undang-undang No.22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. 
Merujuk kepada kategorisasi cagar budaya hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam substansinya antara MO stbl 238 tahun 1931 dengan Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Keduanya masih menjadi fokus adalah warisan budaya berwujud (tangible heritage), baik single atau kelompok, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki umur sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki penting bagi prasejarah, sejarah dan seni. nilai bagi ilmu pengetahuan. Merujuk kepada kedua undang-undang tersebut, belum tercakupPemerintah Indonesia pada akhir tahun 2010 menerbitkan satu undang-undang baru tentang cagar budaya  dinamakan Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam undang-undang ini telah diperbaiki beberapa kategori cagar budaya dan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. 
Namun hingga saat ini, aspek hukum dalam perlindungan dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia masih kurang memadai, seringkali kurang sesuai dengan perkembangan pelestarian di tingkat internasional. Studi ini mendeskripsikan berbagai legislasi yang berkaitan dengan perlindungan cagar budaya terutama Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta undang-undang lain yang terkait dengan perlindungan cagar budaya di Indonesia seperti Undang-undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung, Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian ini akan mendeskripsikan sinkronisasi antar undang-undang yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia yang berlaku saat ini. Sebelumnya, pada permulaan studi akan membahas kronologi perkembangan aspek hukum dalam perlindungan dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia dengan meninjau isi dan cakupannya, serta kaitannya dan kedudukannya dengan perkembangan legislasi dan panduan yang berkembang di tingkat global. Studi bersandar pada kajian literatur dan data-data sejarah dari berbagai macam sumber mengenai legislasi perlindungan cagar budaya di Indonesia saat ini. Diharapkan hasil dari studi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki aspek legsilasi terhadap perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia saat ini.
Berdasarkan uraian pada bagian  maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah materi Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang  Cagar Budaya  telah mengakomodasi prinsip, kategori dan permasalahan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia? apa sajakah undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait langsung dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia Selain UU No.11 tahun 2010? bagaimana sinkronisasi antar undang-undang yang terkait dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia. 



Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) sehingga dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data.Sumber data tersebut berupa literatur yang terkait dengan substansi penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif analitik dan juga komparatif, dengan melakukan kompilasi dan identifikasi secara kritis dan analitis melalui kajian gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup permasalahan yang dipercayakan oleh gagasan sekunder yang relevan. Fokus gagasan penelitian analitis kritis adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan model. proses klasifikasi undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia terkait dengan perlindungan cagar budaya.  


Hasil dan Pembahasan

Dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pemerintahan saat ini terdapat tiga      undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian cagar budaya  1di Indonesia yaitu MO Stbl 238 tahun 1931, Undang-undang Benda Cagar Budaya No.5 tahun 1992 dan Undang-Undang No.11 tahun 2010. Untuk perbandingan isi dan konsep ketiga undang-undang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1 . Kronologi Undang-Undang tentang perlindungan cagar budaya di Indonesia sejak masa pemerintah Hindia Belanda
	
	1931-1992
	1992-2010
	2010 – Sekarang

	Undang-undang
	Monumenten Ordonantie(MO)
Stbl 238 tahun 1931)
	Undang-undang Benda Cagar Budaya No. 5 tahun 1992
	Undang-undang Cagar Budaya No.11 tahun 2010

	Skop dan lingkupWarisan Budaya yang dilindungi
	Warisan budaya ragawi (Tangible Heritage) termasukwarisan bergerak (Movable Heritage), dan tidak bergerak (Immovable Heritage) dan Situs
	Warisan budaya ragawi (Tangible Heritage) termasukwarisan bergerak (Movable Heritage),dan tidak bergerak (Immovable Heritage) dan Situs
	Warisan budaya ragawi (Tangible Heritage) termasukwarisan bergerak (Movable Heritage), dan tidak bergerak (Immovable Heritage), Kelompok Bangunan, Kawasan, dan Situs


	Hirarki perlindugnan dan pengelolaan cagar budaya
	Awalnya Pusat atau nasional (sentralisasi), setelah kemerdekaan Nasional dan Provinsi 
	Orde Baru:Nasional dan Provinsi, setelah reformasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Pembahasan hasil dalam penelitian ini mencakup analisa terhadap dua undang-undang yang berlaku sebelum Undang-undang No.11 tahun 2010  tentang Cagar Budaya yang berlaku saat ini. 


      1. Monumenten Ordonantie (MO) Stbl 238 1932
Undang-undang yang mengatur dan melindungi cagar budaya di Indonesia dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, yaitu MO 1931. Undang-undang ini memiliki 14 pasal yang mencakup pengertian dan terminologi monumen, prosedur pendaftaran monumen, proses akses dan pengawasan terhadap monumen termasuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran, serta jawatan yang berwenang dalam pengelolaan dan pengawasan warisan budaya budaya. Di tingkat global istilah ini digunakan sejak pertengahan abad ke 17 hingga pertengahan abad 20.
Terminologi Monumen yang diatur dalam MO ini tertuang dalam Pasal 1. Berdasarkan pasal ini terdapat tiga kategori yaitu benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, benda-benda dipandang dari sudut palaeoanthropologi, dan situs.  Secara umum dapat disimpulkan bahwa fokus warisan budaya budaya masih kepada monumen tunggal benda-benda palaeoanthropologi, arkeologi, dan situs. Sedangkan untuk monumen-monumen alamiah flora dan fauna tidak diatur dalam undang-undang ini. Pasal-pasal berikutnya tentang pendaftaran, penetapan ganti rugi, akses pengawasan dan penetapan sanksi pelanggaran, dimana secara keseluruhan menggambarkan bahwa pengelolaan warisan budaya budaya adalah semata-mata urusan pemerintah dan untuk negara. Pengikutsertaan masyarakat lebih ditujukan untuk pengabdian kepada pemerintah sementara hak-hak masyarakat itu sendiri kurang diakomodir.
Dalam pasal-pasal dalam MO ini konsep pengelolaan warisan budaya pada masa ini bersifat sentralistik dan bertumpu kepada pemerintah pusat dalam hal ini terdiri dari tiga elemen yaitu Gubernur Hindia Belanda, Direktur Pendidikan dan Keagamaan dan Kepala Dinas Purbakala. Dalam hal ini, Gubernur dan Direktur Pendidikan dan Keagamaan memiliki tugas untuk mengambil keputusan, memerintahkan dan memberi teguran terhadap kegiatan pendaftaran, ganti rugi, penyitaan, kelalaian dan pelanggaran dengan hierarki tertinggi adalah pada Gubernur. 

      2. Undang-Undang No.5 tahun 1992  tentang Benda Cagar Budaya
Setelah kemerdekaan MO Stbl 231, undang-undang yang diciptakan sejak masa Belanda ini,  masih berlaku hingga tahun 1992. Undang-undang ini kemudian tidak berlaku lagi setelah terbit Undang-undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) yang terdiri dari 32 pasal. Undang-undang ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1993 untuk mengatur pelaksanaannya. Segala sesuatu mengenai ketentuan pasal dalam UU ini diatur dalam PP tersebut yang terdiri dari 45 pasal. Beberapa hal yang menjadi bahan analisa dalam UU ini adalah banyaknya pasal yang diadopsi dari MO stbl 238 tahun 1931 sehingga menyebabkan tidak ada perubahan yang signifikan dilakukan dalam isinya termasuk dalam skop atau terminologi warisan budaya. Pada periode ini, terdapat beberapa undang-undang yang bersinergi dengan UU No.5 tahun 1992 di bidang pelestarian warisan budaya, diantaranya adalah sebagai berikut: UU No.24 tahun 1992 tentang Bangunan Gedung, UU Kepariwisataan No.19 tahun 1990, UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.4 tahun 1992 tentang Penataan ruang. 

      3. Undang-undang  No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
Setelah terbitnya UU Cagar Budaya No.11 tahun 2010, harapan akan perbaikan perlindungan cagar budaya di Indonesia menguat. Namun, ada beberapa hal yang dianalisa dan perlu dikritisi dari UU No.11 tahun 2010 ini; pertama, yaitu mengenai penggunaan istilah cagar budaya yang masih mengacu kepada objek materi kebudayaan (cultural property) seperti yang tren di tingkat global pada beberapa dekade sebelumnyanya. Sekarang ini dalam konvensi, piagam dan instrumen internasional banyak menggunakan terminologi ‘cultural heritage’ atau warisan budaya. Defenisi dan makna ‘cultural heritage’ ini beragam dan mengalami perluasan dalam kategorinya.
Poin kedua yang patut dicermati dari UU No.11 tahun 2010 yaitu konsep atau definisi dari kategori warisan budaya yang tercantum dalam Pasal 1: baik benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan, masih kurang tepat dan bersifat sempit, misalnya seperti pengertian kawasan,  serta kategori belum mencakupi ketegori warisan budaya tak benda (intangible heritage) dan warisan budaya bawah air[footnoteRef:1]. Hal ini memang sejak awal dalam UU tersebut dinyatakan bahwa “cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan”. Sepatutnya kategori warisan budaya bawah air ini menjadi sangat penting karena Indonesia adalah negara maritim yang memiliki warisan budaya bawah air yang sangat bernilai tinggi. Sehingga sangat diperlukan satu pengaturan dalam pengelolaannya.  [1: ] 

Poin ketiga yaitu di dalam undang-undang ini belum ada jabaran konsep mengenai signifikansi warisan (cultural significance), cara menilainya dan kronologi proses kegiatan pelestarian yang sistematik seperti yang dijabarkan dalam Piagam Burra. Dalam Piagam tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama pelestarian tidak hanya untuk melestarikan fisik dari warisan budaya itu semata, melainkan juga untuk mempertahankan nilai penting warisan budaya (cultural heritage significance) yang terkandung oleh warisan budaya agar tidak berkurang ataupun hilang. 
Selanjutnya, poin keempat yang perlu dikritisi dalam UU No.11/2010 adalah adalah masih menerapkan cara pandang atau paradigma lama dalam penetapan sebuah objek menjadi warisan budaya dalam pengelolaan warisan budaya. Sangat jelas dirasakan bahwa kriteria utama penetapan sebagai warisan budaya pada Pasal 5 masih pada nilai usia yang harus mencapai sedikitnya 50 tahun, walaupun dalam Pasal 11 masih dimungkinkan kriteria yang lain seperti ‘memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia.
Poin kelima adalah undang-undang ini masih berfokus kepada benda atau objek pusaka yang bersifat statis bukan lingkungan atau kawasan yang lebih bersifat dinamis artinya bisa berubah. Sehingga belum mencakup langkah-langkah pengelolaan perubahan dan pemantauan (monitoring) terhadap perubahan yang terjadi. 
Poin keenam adalah secara keseluruhan dalam pasal-pasalnya UU No.11 tahun 2010 ini masih menggambarkan bahwa pengelolaan warisan budaya budaya adalah semata-mata urusan pemerintah dan untuk negara sehingga harus dimiliki/dikuasai. Tertera pada Pasal 13 bahwa “kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat”.
Beberapa konsep baru yang sudah dinyatakan dalam UU No.11/2010 ini adalah adanya pernyataan mengenai kategori warisan budaya yang meliputi kawasan dan konsep desentralisasi dengan membuat pemeringkatan mulai dari nasional, provinsi, dan kabpaten/kota. dalam perlindungan dan pengelolaan warisan budaya. Namun proses dan pengaturan hirarki dalam pengelolaan dan pendanaan pelestariannya masih belum jelas dinyatakan. Semua ini diharapkan menjadi dalam pelaksanaannya masih belum jelas dinyatakan banyak direalisasikan di daerah-daerah.
Dari hasil kompilasi data yang dilakukan melalui beberapa tahapan, beberapa undang-undang yang sangat terkait dengan  perlindungan dan pelestarian cagar budaya yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya yaitu Pasal 38. 
2) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 (sebelumnya UU No.24 tahun 1992) tentang Penataan Ruang. Pasal yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya yaitu pasal 1,4, 6,11,17, 25, 26, 38, dan 48.
3) Undang-Undang Kepariwisataan No.10 tahun 2009 (sebelumnya Undang-undang Kepariwisataan No.19 Tahun 1990). Pasal yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya yaitu pasal 23,27,28,29,dan 30.
Selain itu sejumlah Peraturan Pemerintah terhadap pelaksaan undang-undang tersebut diatas berikut Peraturan Menteri yang berhubungan dengan cagar budayasebagai penjelasan pelaksanaannya seperti dalam tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2. Daftar Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan perlindungan cagar budaya

	No.
	Nama Peraturan

	1
	Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516)

	2
	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599)

	3
	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible CulturalHeritage (Konvensi dalam Perlindungan Warisan budaya Budaya Tak Benda), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81)

	4
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

	5
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 

	6
	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 42 Tahun 2009 dan Nomor : 40 Tahun 2009 tentang Pedoman pelestarian kebudayaan

	7
	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Bangunan-bangunan bersejarah sebagai warisan budaya budaya diatur pengelolaannya dalam Pasal 22, 23, 25, 28,  dan Pasal 83 hingga 89.

	8
	Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pengelolaan warisan budaya budaya yang berhubungan dengan perencanaan tata ruang nasional dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 1, 6, 8, 9, 50,51,52,53,54,57, 63, 70, 75, 78,86,88,101,104, dan 112.



Terkait dengan konsep desentralisasi perlindungan dan pelestarian warisan budaya di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam UU No.11/2010 maka hal ini telah disinkronkan dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (direvisi menjadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah No.12 tahun 2008). Kemudian pelaksanaannya diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3. Tabel Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	No.
	Nama Peraturan

	1
	Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah. Pasal-pasal yang berkaitan dengan warisan budaya budaya dan pengelolaannya termaktub dalam Pasal 2 ayat (4), kebudayaan dan pariwisata adalah bagian dari urusan pemerintahan daerah. Pasal 7 ayat (2), kebudayaan menjadi urusan wajib pemerintahan daerah, sedangkan pariwisata menjadi urusan pilihan. 

	2
	Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

	3
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan organisasi perangkat daerah.



Sementara itu, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 tahun 2014 lebih mengarah kepada perlindungan lingkungan dan ekosistem serta warisan alam, sehingga agak kurang relevan dengan perlindungan cagar budaya.Secara singkat, konsep dan konten undang-undang yang mengatur tentang perlindungan cagar budaya di Indonesia diperlihatkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Konsep dan lingkup undang-undang yang mengatur tentang perlindungan cagar budaya di Indonesia saat ini
	Nama Undang-Undang
	UUNo.11/2010
	UU No.28/2002
	UU No.26/2007
	UU No.10/2009

	Item dan Lingkup perlindungan terhadap cagar budaya
	Benda (Tangible), termasuk, benda yg bergerak dan tidak bergerak, kawasan dan situs

	Benda yang tidak bergerak (Bangunan)
	Kawasan bersejarah atau kawasan strategi budaya
	Lebih spesifik ke perlindungan objek wisata bersifat Benda (tangible)

	Pasal perlindungan terhadap warisan budaya
	Seluruhnya
	38
	1,4, 6,11,17, 25, 26, 38, dan 48
	23.27,28,29,30

	Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan UU
	Belum terbit
	PP No. 36 Tahun 2005
	PP No. 26 tahun 2008
	PP No.50 tahun 2011
Perpres No.63 tahun 2014

	Lembaga pemerintah yang bertugas
	Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan
	Kementrian PU dan Perumahan Rakyat
	Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kementrian PPN/Bappenas RI
	Kementrian Pariwisata




Dalam aspek legislasi yang sekarang ini, perlindungan cagar budaya masih berfokus pada kategori warisan benda budaya (tangible heritage), kemudian sebagian besar daftar yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota adalah warisan benda tak berpindah (immovable heritage). Sedangkan warisan benda bergerak (movable heritage) masih banyak yang belum terdaftar dan dilindungi. Sementara itu, hanya ada satu regulasi yang mengawal perlindungan terhadap warisan tak benda yaitu Instruksi Presiden No.78 tentang Pengesahan Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. 

C. Kesimpulan
Legislasi dan panduan dalam perlindungan dan pengelolaan warisan budaya di Indonesia yang terdapat dalam UU No.11/2010 masih sangat kurang memadai. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang menjelaskan UU No.11/2010 belum terbit, sementara peraturan pemerintah sebelumnya sudah tidak bisa mengakomodasi konsep-konsep baru dalam perlindungan dan pengelolaan warisan budaya di Indonesia yang termaktub dalam UU CB seperti kategorisasi warisan budaya untuk kawasan dan desentralisasi dalam pengelolaan warisan budaya. Indonesia juga kekurangan panduan dalam praktek perlindungan dan pengelolaan warisan budaya sehingga membingungkan dan menyulitkan penggiat pelestarian ikut serta mengambil peran. 
Selain dari UU No.11/2010, terdapat beberapa undang-undang lain yang melindungi dan melestarikan warisan budaya di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya yaitu pasal 38. Kemudian Undang-Undang No. 26 tahun 2007 (sebelumnya UU no.24 tahun 1992) tentang Penataan Ruang. 
Beberapa undang-undang yang ikut berperan serta dalam melindungi dan mengatur pelestarian cagar budaya di Indonesia masih terpisah-pisah dan terkungkungi oleh manajemen yang bertugas melaksanakannya. Sangat disayangkan, sinkronisasi antar undang-undang ini masih lemah.
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